BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR S TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Menimbang :

Mengingat

[u—y

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 99
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan :

" =

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor
128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
17:7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau nomor
244);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau nomor
803);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
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10.

Li.

12;

13.

14.

15.

16.

| iy 8

18.

a

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamandau.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamandau.

Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah
kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten.

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan
pajak daerah.

Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi yang diberikan
kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan
pendapatan retribusi daerah setelah dikurangi penerimaan
retribusi daerah yang penggunaannya dibatasi/ditentukan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan
desa untuk periode 6 (enam) Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP
desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan

pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan
besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2022.
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(2)
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Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar
terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan
besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah
tahun anggaran 2022 kepada Desa yang digunakan untuk
memajukan dan mensejahterakan desa di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

aocop

(1)

(2)

pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah,;
penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi;
penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
monitoring dan evaluasi.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah

dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari
dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi
secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen)
dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak
masing-masing Desa di tahun 2021.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk
setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

| dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan rumus:

| DBHPRD = AD + AF
| AD = JDBHPRD x 60%

D
| AF = RRPD x JAF
| RRPD = (RPD/TRPD Z1) x 100%
| Keterangan :
DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang
diterima desa.
AD = Alokasi Dasar
AF = Alokasi Formula
JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah yang diterima desa
RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa
JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)
RPD = Realisasi Pajak Desa
TRPD = Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau
D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

©)

(7)

(8)

= -0

BAB III
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan
melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa.

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi penerimaan
pajak dan retribusi daerah.

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati
berupa:

a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat
penyaluran;

rencana penggunaan dana;

APBDesa Tahun Anggaran 2021; dan

surat keterangan Lunas pajak daerah atas belanja dan
pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun angaran 2021.

00

Pajak daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d yaitu pajak atas belanja makan minum kegiatan, Pajak
penggunaan Mineral Bukan Logam dan batuan atas
pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan
oleh pemerintah Desa dengan melampirkan Rencana
Penggunaan Dana dan realisasi penggunaan dana.

Dalam hal terdapat Desa tidak lunas SPPT PBB Tahun 2021,
Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun
2021 kepada BKD untuk mendapatkan surat keterangan Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2021.

Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada
Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2021
dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.

Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran
dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil
pajak dan retribusi daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di
rekening kas Daerah.

Sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
Tahun 2022 digunakan untuk:

a. kegiatan di bidang:

1. penyelenggaraan pemerintahan;

2. pembangunan;
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3. pemberdayaan masyarakat; dan

4. pembinaan masyarakat;
b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi,
administrasi pertanahan, administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan serta kegiatan dalam sub bidang Pertanahan
lainnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8
(1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan dalam
bentuk:
a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDes;
b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawban APBDes.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pemeriksaan
bagi APIP.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi
Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut, dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamandau.

T W DINAS PEVBERDAYAAN |

+ BAGIAN HUKU MASYAR Ditetapkan di Nanga Bulik
SETDA KABUPATEN LAMANDAU VR FEHE RAT T P attan gl | Mm’(ﬁ )
_JABATAN | PARAE JABATAN | PARAE

WABUP 4. SEKDA i  BUPATI DAU,

SEKDA 2. KADIS /,

AS:&?'I‘E:’ N — % SEKRETAR'S 1 J: ‘

KABBAG i Lx@n | & | HENDRALESMANA

SUD'Koorm{’ldar gkan di N a Buliksueac é

Perancanpledd tanjggd]) | ta ilﬂ guoe -
| KABUPATEN LAMANDAU,

-
IRWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR $¢4



— Y 4

Y

J.c/_

A V\ ya. Fa
h&& [ nnid
yelae(] SLIej}aIyos 1" uagsisy w H Seqey | ueinjeisd Suedouetad

9¥9°167'8T 6L0°LY8 181°'575'886 £S8000°0 EET'VOT'C L9S'VYY LT 8ungn) Suejpg | <41
€TS'EESLT 956'88 181°'575'886 0600000 S96°02C L9S' VY LT sndo Buepg | 91
vLEESEST L08'806 181'575'886 6160000 S9¥'LST'T L9S' VYV LT njuey nepuer Sueppg | o7
788'79€'8T GTE'8T6 18t°'STS'886 6260000 €80'182'C L9S'vPY LT 183u1] wery 8uejeq | T
0TZ'6TE0T EV9'VL8'T 181°'575°886 8062000 LLSOPT'L L9S' ViV LT SuejeAN duejpg | €7
86Z'TET'0C TEL'98LT 181°'575°886 6182000 S0Z'T6'9 L9S' VY LT nAodag duejpg | F
09T'0T8'TZ €65°G9EV 181'575'886 9T¥00°0 080'¥¥8°0T L9S'VYY LT ueyeued wery Buejpg | 7
YEEVLLTT L9L'6TEY 18%°'575'886 08€¥00°0 L80°SSL'0T L9S' VY LT eAer nwes nepuewey | 0f
0v9'€SL OV €L0'60€'€T 181°'575°886 08S€20°0 0St°'668°LS L9SviY LT nsuojeg nepuewey | 6
€8L'7L0°'ST 91Z'829'L 181'575'886 LTLL0O00 ¥6€'876'8T LOS' VIV LT ueqoas nepuewey | 8
18L'209°'SC v17'8ST'8 181'57S'886 €57800°0 ¥06'¥92°0C L9S'VIY'LT elns nepuewey | £
86€'7T8°0C TES'LIEE 181'575'886 LOVE00'0 0S9°'S9€'8 L9S'viY LT edouad nepuewey | 9
TEL'S6E'8T ¥91°156 181°'575°886 7960000 089'79€'C L9S'VYY LT eqe] Suese) nepuewe’ s
¥62'921'ST LTL'T89'L 181'575'886 TLLLO0O v1€'T80'6T L9SVYY LT eme)| nepuewe? r
6ZT'EEV'6T 799'886'T 181'575'886 2102000 E18'6E6'Y L9S'VYY LT 1eyn) nepuewe’ €
GG8'96€'ST 887°7S6'L 181'575'886 S¥0800°0 G8E'ESL 6T LOS' VIV LT uidupiag Sunfue] nepuewen 4
LTY'08SLT 0S8'SET 18t°'575°886 LET0000 0SP'LEE L9S' VoY LT jen] leguns nepuewe’ I

(8) + (%) =(6) ] @ ) (s) @) € @ | @

esag-4ad
eloe snqlilay Hefed jefed |sesejjeay
umo s nv“m-mu ot ot ejnuiod ise)oly pis sey Jeseq ise)o|y esag ewenN uejewedn) | ‘ON

"~ | 1sejoly , 3oqog

iseH 18eg eueqg yefed isesijeay
1se)o|y nSed

C20C NVAVOODNV NNHVIL VSId dVILIS
HVIIVd ISNIRILIA NVAd dVevd TISVH IIvVd
NVIOVE VNVA NVAVLIINId NVA NVVNNDONIL

‘NVISVVOTVONAd

VavO
C20C NNHVL

VIVL

ONVLINAL
AJONON

NVANVINVT ILVdNE NVANLVIdd
NVAIdINV]

¢T0C NNHV.L NVANVINVT NELVdNIV Id
VSHA VAVdEI HVIAVA ISNIRLLAY NVA JAVIvd TISVH [[IVA NVIOVE VNVA VINIJINEd dv.1d4vd




\

/
e

/[ A mv.
nnN xed
yeaoe( SLIejaI3ag T U9sISY w H M.Qn—mvm ueinjelrad wﬁmoﬂ.m.uunm
689'GL0°6C CCT'TETTT 181'G5CS'886 99/1T00 ¥95°168'8¢ L9S'VIY LT nfew exns JnuiLyng | ¥
9Tr'6ST1'CT 6S8VTL'Y T8°'57S5'886 0LLv00°0 TSO'TILTT L9S'vhY LT eAerping nwigying |
€EV'OV0'8T 998°S6S T8t'S57S'886 €090000 SZT'08Y'T L9S'VIY LT uefnway edueN JnuiLying | er
916'¢tv6'ST 6v€'867'8 18t'S7S'886 L6S800°0 S6L°60T°'TC L9SVYY LT |e8sun] nieq Jnwipyng | e
S69'¥81°9S 8TT'0VL'8E T8°'57S'886 0616€0°0 000°'0€Z'96 LISV LT uejesuopad Jnwuiyng |
LEL'099°0€ 0LT9TTET 18t'57S'886 OLEETO'0 ¥08°'8¢8°CE L9S'vIY LT 8uequessy Jnwiyng | o7
SY8'TYT'EC 8L7'869'S T8t'S57S'886 945000 TSt vSTvi L9S'VYY'LT wepuodas Jnwipyjing | 6¢
el et SL8'LLT9 18t'575'886 TS€900°0 S9T'¥6S°'ST L9S'VYY LT exol Jnwipng | 8
§20'SC6°0¢ 8St'08t'€ T8t'S7S'886 TZSE000 STY'St9'8 LOSVIY LT 8ulioy esueN JnuiLing | 4
065°0SY'6¢ €20900°CT 18t'97S'886 SYTZIO0 718°78'6¢ L9S'VIY LT ue3uenN nwipyng | 9%
0vS'599°LT €L6'0CT°0T 18t'S57S'886 8€T0T00 TLEOVT ST L9S'VYY LT dny3ung nwigyng | €
S6T'EL8'TT 8TL'8LY'S 18t'S7S'886 Z6S00°0 €68 V8Y'ET LOS'VIY LT uepoyjljed edueN Jnuipying | ¥
(4] Wa44:1" S6S°LLL T81'S7S'886 £8£000°0 LES'TEG'T L9S'VIY LT uenuojeweq esuen Nng | €€
LY0'€0L'8T 087'8SC'TT 18t'575'886 68€TT00 976'596°LT L9S' VY LT eAey 13149 nng | €
90Z'0v9'9% 6€9°S61°6C T8'575'886 GES620°0 909°'1¢S'CL LISV LT eAinw eday g | I
TSY'TLE9E ¥88'976'81 18t'S57S'886 LYT6T00 SYT'v10'Ly L9S'vIY LT yepuj ing Aqng | o€
€00°080°0¥ 9EY'SET'TT 181'57S5'886 8687200 EV1'9¢T'9S L9S'VYY LT eAiny Jaquing Ang | 6
L90°T9V' O 00S5'9T0'€T T8t'SCS'886 ¥87€T00 TOLTLT LS LOS'VYY LT 8un3y 1wng Alng | &
88€'SV6'SS TZ8°00S'8€ T8t°'575'886 8v68€0°0 G95°G€9°S6 L9S'VIY LT duejwe] qng | £«
¥99°0LL'TE L60°9ZE VT T8t'S57S'886 6100 LY8'G8S°SE L9S'vIY LT eniag ng | %
LSL'86T 6V 06T'¥SL'TE 18t'57S5'886 €21Z€0°0 STO'LL8'8L LOS'VYY LT nung g | s
920°€09°'S6 6St'8ST'8L T8t'SCS'886 9906L0°0 8Y9'vv1'v61 LISV LT uelny qng | ¥
10’608 V€ Ve’ VIE LT 18t°'575'886 9954100 CEO'VET'EY L9S'VYY LT wejoy nieg qnng | €&
045°291'8C €00°8TL 0T 181'S57S'886 Tr80T0°0 L8E'ET9'9T L9S'VIY LT PNo qHng | &
6TT'6TE'ST SSvL8'L T81'STS'886 996L000 062°095°6T L9S' VY LT emejua leduns qng | T
LTO'TZE 0T 0St'948°C T8t'575'886 0162000 990°stT'L LISV LT oqefor njnH Bueppg | 02
648'vC1°0C T€089'C T8t'575'886 1142000 T98°£59'9 L9S'vIY LT ueequoAuad 8uejpq | 67
TZL'18S6T PST'LET'T T81'STS5'886 7912000 S99°80€°S L9S'VIY LT uejnquio}as Suejpq | &
esag-1ad
yefed
yesoeq Iisnqiilay ejnuioy jsesyeay  osey yefed isesejjeay .
ueq seled seyoy . 30908 ejnwJo4 I1se)oly Jeseq Isejojy esag ewen uejewed’d) | ‘oN
liseH 18eg eueqg yeled isesijeay
1se)o|y nSed




\

J‘w o /A @
NN 1d

yeloe(] SLIe}oIas 1 YeISISY wn Seqey] | ueinjeisd 3uedurIdd
910'08T'8T 6" SEL 181525886 ¥£000°0 Sv8'978'T L9S'vPY LT niew edueN | eAey uejiuejdg | £
L9S' VY LT - 18¥'S25'886 ¥ % L9S'VYY LT 1eSujyey | eAey ueynueppg |
989'VE6°LT 61T 06V 181'575'886 9670000 6vvLITT L9S' VPV LT uelenuag | eAeyuejiuejeg |
9S6'¥ST'TT 68€°0TL'E 181'575°886 €SLE00°0 0959126 L9S' VP LT isag Sueley | eAey uejiuejdg | 0/
88T°0Z¥'0€ 179'SL6'TT 18¥'S7S'886 9ZIETO0 €8T'TET'TE L9S' VP LT jeAeg | eAey uejnuepg | 69
€08'V8T T 9€T'0VL'9 18%'S75'886 8189000 ¥99°ZvL'9T L9S' VP LT Iq112g | eAey uejiuejeg | 89
€59'787'ST 980'8€8°L 18%'S7S'886 626L000 60L'69¥'61 LOS' VY LT nijeg e88ue| | eAey uejnuejsg | 49
T6E VT VE v78°L69°91 181'575'886 7689100 88T LLYV' IV LSV LT yning ledung | eAey uejiuejeg | 99
TLV'0S6'ET ¥06°'S50S°9 18%'S75'886 1859000 ¥85°09T°91 L9S' VYV LT ueynuejag edueN | eAey uejnuejsg | 9
SZO'TIT'TT 8S0°£99°€ 181'575'886 0TLE00°0 976'80T'6 L9S'VPY LT eAer equiy eAer njewss | 9
I8EVEL'ET ST8'68C'9 181'525°886 €9€900°0 7T8'€T9'ST L9S'vPY LT 8uemequeH megq eAer njewas | €9
SL9'069°'6V 80T'9¥C'ZE 18%'S75'886 0292€00 €6'860°08 LIS VY LT [e88uny 1} eAer mewsas | 29
S66't66'8S 8ZV'0SS' TV 18%'S75'886 €€0Z10°0 6vL'0TZ €0T LO9S'VYY'LT efosemind eAermjewas | 19
1S6'0TS'6€ ¥8€°990°CC 181'525'886 €2€2200 979°'Z718'vS LSV LT ewld Jexsuer eAer njewas | 09
L6S 90V EV 0€0°'296'ST 181'G25'886 £92920°0 19€°681'¥9 L9S'vY LT eAINA 1N eAer njewss | 6S
049'CZ¥S'6€ €0T°860°2C 18%'S75'886 GSETT00 STY'168'vS L9S' vV LT ofaiouom eAer njewas | 8
95'658'9€ L66'VTV'6T 181575886 096100 €T9°9ZT'8Y L9S'vY LT IPeyg eulg eAernjewas | 4§
8¥6'EVE'0S 18€°668'Z€ 18%'S7S'886 T8ZEE00 GS9'TZL'18 L9S' VY LT wnieH ng | eAey Iqoyusy | 9§
9S6'08°LT 68€°09¢€ 18%'SZS'886 S9€000°0 €07°568 L9S' PP LT eAersaquing | eAey IqOYIudN |  S§
vLIETL LY LOT'6LT°0€ 181'525'886 TE€90€0°0 626'CTT'SL LIS VYV LT |eS8unuey IDINIAL | eAeY IqOYIuB | ¥S
66965 TV ZET'0ST'¥T 18¥'S7S'886 0EVYZ0'0 629'886'6S L9S'VPY LT eAey 1pjing | eAey iqoyiua | €S
T80°€0L°LE ¥15°852°0C 181575886 60200 868°'TZE0S LSV LT se Suepoy | eAeylqoylua | S
L99'SLO'€9 00T’ TEY'SY 181°'525'886 1919100 060°LVE'ETT L9SvY LT nunieiN NG | eAey IqOYIusy | IS
99°L9E'TT 6L0'EZ6'E 181'525'886 696€000 088't¥L'6 LS VY LT uejedo] | eAeyiqoyjuaiy | 0§
SET'ETE6T 899'898'TT 181'575'886 9002100 ¥29°'18V'6¢C LOS VY LT nliHngn7 | eAey Iqoyusy |  6¥
9.€°L00°CE 608°29S VT 181°'575'886 TELYTO0 LES'ELT 9E LStV LT Jedwy nieg | eAey |qoyusy | 8
€9€E'L6L'1T 96L°TSE'L 181'S75'886 8EVL00°0 SST'¥97'8T LS VY LT yenueN | eAey Iqoyiusiy | £¥
8€SVYS Ob 1L6'660°€T 18%'S7S'886 89€€20°0 Iv0°08€'LS L9S' VP LT ele|dN | eAeylqoyjualy | ¥

esag-1ad
yesaeq isnqiiiay Sinuiios — ,._.M““ yefed iseseljeay
ueqg v_m_.mm iseyoly . 10gog ejnwiog Ise)oly Jese( ise)ojy esag ewenN uejewedd) | 'oON
|iseH 18eg eueqQ yefed isesijeay
1se)o|y n3ed




s,
5

LI IENR

Emawﬁ.lﬁ. . e o nnd
IYINSYH S 1R200%°gNg §
QI8N Y AN
NPT B
SRR
SIQYYM 2 i
VNVINSH'T VIANTH \
YaX3s '} .
JYHvYd| Nvivavr e
¥330 NVQ LYMYUYASYW WOMNH NVIOVS .7 |
‘ava 1Lvdnd = S LARL LA A As & B
€OL'ETE' TLY'T 805°'S25°886 000000°T 880°S8Y°'SSH'T S6T'88L°Z8Y'T |leloL
00S°08L°6T €€6'GEE'T 18%'575'886 €9€2000 L9€°208'S L9S'PYY LT 1enwer eme) Suejeg | S8
LTS°L98'6T 096'2Z¥'T 187'575'886 1S¥200°0 €09'810'9 L9S'VYY LT euly| eme) Suejeg | 8
LYTLTT'8T 085°789 18%°'S575'886 1690000 075°S69'T L9S' v LT se| Sueley eme) Sueleg | €8
609'86€°6T YO'vS6'T 18'575'886 LL6T000 LI8'ES8' Y L9S'VYY LT Sueie)susy eme) Suejeg | 28
TLT666°LT G0L'¥SS 18t'S7S'886 1950000 088'LLE'T L9S'VIY LT nyn eme) Sueieg | 78
69£°259'02 207'80T°€ 18¥'S75°886 StZ€000 YET'696°L L9SVIY LT uelpjeuag eme) Sueleg | 08
069'890°8T 4R Z4) 18¥'525°886 1€90000 YTE0SS'T L9S' VY LT ylun eme) Suejeg | 6/
095°250°02 €66'L09°C 18¥'575°886 8€9200°0 €2T'8LY'9 L9S'vYY LT uediuy eme) Sueieg | &
8/8'¥8L'8T TIEOVE'T 18V'S75'886 9S€T000 LTIE6TE'E L9S' VY LT unque] nieg emey Sueleg | £
490'€9€°SE 00S'8T6°LT 187'575'886 9Z18100 €€€'605 v LIS Yy LT eAeye) Jaquing | eAey uejiuejeg | 9~
8L0°€¥0'8T 115°86S 18%°'S7S'886 5090000 669'987'T L9S'PhY LT uejlielad | eAey ueynuejsg | 4
L9S' VYV LT - 187'525'886 - . L9S'VIY LT yijeue Suejuig | eAey uejnuejeg | ¥
esag-1ad
eJoeq Isnqui Aefed Jyefed isesejjeay
umo - av“mﬂ” i ejnwiod ise)ojy S Jeseq Ise)o|y esaqg eweN uejeweddy | ‘oN
iseH 1Seg eue BES0lY « 008 : i
liseH lseg a yeled isesijeay
ise)oly n8ed




